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ABSTRACT 

Collaborative governance is an approach gaining increasing attention in the context of public administration. This 

approach emphasizes the involvement of various stakeholders in the decision-making process to achieve more 

inclusive and effective outcomes. This article explores the concept, principles, and implementation of the 

collaborative governance model, along with its benefits and challenges. This research aims to provide a deeper 

understanding of the importance of multi-actor participation in public policy management. In the collaborative 

governance model, the main principles applied include inclusivity, active participation, transparency, 

accountability, and consensus. Inclusivity ensures that all relevant stakeholders are involved in decision-making. 

Active participation encourages significant contributions from all parties involved, while transparency ensures 

openness in decision-making processes and outcomes. Accountability maintains accountability for actions taken, 

and consensus helps reach agreements through constructive dialogue. Implementing the collaborative governance 

model involves several important steps, such as stakeholder identification, facilitating dialogue and 

communication, policy formulation, consensus-based decision-making, and policy implementation and monitoring. 

Each step aims to build structures and mechanisms that support active participation and collaboration among 

stakeholders. Case studies from various countries, including Indonesia's "Desa Mandiri" program, illustrate how 

collaboration can improve effectiveness and accountability in local resource management. While collaborative 

governance offers various benefits, such as increased legitimacy, better decision-making quality, and more efficient 

resource utilization, challenges such as coordination complexity, capacity gaps, and potential conflict require 

careful management. In conclusion, to achieve success in this model, it is crucial for all parties to commit to the 

principles of collaboration and openness, thus creating better governance that is responsive to community needs. 
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ABSTRAK 

Kolaboratif governance adalah pendekatan yang semakin mendapatkan perhatian dalam konteks administrasi 

publik. Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan 

keputusan untuk mencapai hasil yang lebih inklusif dan efektif. Artikel ini mengeksplorasi konsep, prinsip, dan 

implementasi model kolaboratif governance serta manfaat dan tantangan yang dihadapinya. Penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya partisipasi berbagai aktor dalam pengelolaan 

kebijakan publik. Dalam model kolaboratif governance, prinsip-prinsip utama yang diterapkan meliputi 

inklusivitas, partisipasi aktif, transparansi, akuntabilitas, dan konsensus. Inklusivitas memastikan semua pemangku 

kepentingan yang relevan terlibat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi aktif mendorong kontribusi yang 

signifikan dari setiap pihak yang terlibat, sedangkan transparansi memastikan keterbukaan dalam proses dan hasil 

keputusan. Akuntabilitas menjaga pertanggungjawaban terhadap tindakan yang diambil, dan konsensus membantu 

mencapai kesepakatan melalui dialog konstruktif. Implementasi model kolaboratif governance melibatkan 
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beberapa langkah penting, seperti identifikasi pemangku kepentingan, fasilitasi dialog dan komunikasi, penyusunan 

kebijakan, pengambilan keputusan berbasis konsensus, serta implementasi dan monitoring kebijakan. Setiap 

langkah tersebut bertujuan untuk membangun struktur dan mekanisme yang mendukung partisipasi aktif dan 

kolaborasi antar pemangku kepentingan. Studi kasus dari berbagai negara, termasuk Indonesia dengan program 

"Desa Mandiri", memberikan ilustrasi bagaimana kolaborasi dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan sumber daya lokal. Meskipun kolaboratif governance menawarkan berbagai manfaat seperti 

peningkatan legitimasi, kualitas keputusan yang lebih baik, dan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien, 

tantangan seperti kompleksitas koordinasi, kesenjangan kapasitas, dan potensi konflik perlu dikelola dengan baik. 

Kesimpulannya, untuk mencapai keberhasilan dalam model ini, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen pada 

prinsip-prinsip kolaborasi dan keterbukaan, sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

 

Kata kunci : Kolaboratif, Governance, Akuntabilitas.  
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PENDAHULUAN 

Dalam beberapa dekade terakhir, paradigma tata kelola pemerintahan mengalami pergeseran 

signifikan seiring dengan meningkatnya kompleksitas masalah publik yang tidak dapat diatasi secara efektif 

melalui pendekatan tradisional. Model tata kelola yang berbasis hierarki dan birokrasi cenderung kurang 

responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam konteks inilah, model 

kolaboratif governance (tata kelola kolaboratif) muncul sebagai alternatif yang menjanjikan untuk 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Tata kelola 

pemerintahan telah mengalami transformasi signifikan selama beberapa dekade terakhir. Pergeseran 

paradigma dari model pemerintahan tradisional ke arah tata kelola yang lebih inklusif dan partisipatif 

semakin mendapat perhatian luas. Model kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan menekankan 

pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, dan 

lembaga internasional, dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah. 

Model kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan didasarkan pada teori jaringan dan partisipasi, 

yang menekankan interaksi antara berbagai aktor untuk mencapai tujuan bersama. Dalam praktiknya, model 

ini mengharuskan adanya koordinasi, komunikasi, dan kerjasama yang efektif antara berbagai entitas. Studi 

menunjukkan bahwa kolaborasi dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik, memperkuat 

akuntabilitas, dan mendorong inovasi dalam pelayanan publik (Ansell & Gash, 2008). Kolaboratif 

governance mengacu pada pengaturan di mana berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, 

sektor swasta, dan masyarakat sipil, bekerja sama secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Model 

ini berakar pada prinsip-prinsip inklusivitas, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan konsensus. Melalui 

pendekatan ini, diharapkan dapat tercapai hasil yang lebih baik, baik dari segi efektivitas maupun legitimasi 

kebijakan publik . 

Implementasi model kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan membawa berbagai manfaat, 

termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Model ini memungkinkan 

pemerintah untuk mengatasi kompleksitas masalah sosial dengan memanfaatkan pengetahuan dan sumber 

daya dari berbagai aktor. Selain itu, pendekatan ini dapat meningkatkan legitimasi kebijakan publik melalui 

keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Bryson, Crosby, & Stone, 2015). 

Prinsip inklusivitas dalam kolaboratif governance menekankan pentingnya melibatkan semua pihak yang 

memiliki kepentingan atau dipengaruhi oleh kebijakan tertentu. Dengan demikian, berbagai perspektif 

dapat diakomodasi, yang pada gilirannya menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan berimbang. 

Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif dari masyarakat dan aktor non-pemerintah dapat 

meningkatkan kualitas keputusan serta memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama . 

Transparansi merupakan elemen kunci dalam model ini, memastikan bahwa proses pengambilan 

keputusan terbuka dan dapat diawasi oleh publik. Transparansi tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, 

tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk 

keberlanjutan kebijakan yang diterapkan dan untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan 

wewenang. Akuntabilitas dalam kolaboratif governance berarti setiap tindakan dan keputusan yang diambil 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Hal ini mencakup mekanisme 

pengawasan dan evaluasi yang memungkinkan publik untuk memonitor dan menilai kinerja pemerintah 

dan aktor lainnya. Dengan adanya akuntabilitas, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dapat 

terjaga dan bahkan ditingkatkan . 
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Proses mencapai konsensus melalui dialog dan negosiasi yang konstruktif adalah ciri khas lain dari 

kolaboratif governance. Metode ini membantu mengurangi konflik dan memastikan bahwa keputusan yang 

diambil mencerminkan kepentingan bersama. Kesepakatan yang dicapai secara kolektif cenderung lebih 

diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat . Implementasi model 

kolaboratif governance memerlukan struktur dan mekanisme yang mendukung keterlibatan aktif semua 

pemangku kepentingan. Langkah-langkah penting meliputi identifikasi aktor-aktor yang relevan, fasilitasi 

dialog dan komunikasi, penyusunan kebijakan secara partisipatif, pengambilan keputusan berbasis 

konsensus, serta monitoring dan evaluasi yang melibatkan semua pihak. Pengalaman dari berbagai negara 

menunjukkan bahwa keberhasilan model ini sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas semua pihak 

yang terlibat 

Meskipun memiliki banyak keuntungan, implementasi model kolaboratif dalam tata kelola 

pemerintahan tidaklah mudah. Tantangan yang sering muncul termasuk perbedaan kepentingan, budaya 

organisasi yang berbeda, dan kurangnya kepercayaan antara pemangku kepentingan. Selain itu, diperlukan 

kapasitas yang memadai dari pihak pemerintah untuk mengelola proses kolaborasi secara efektif. Tantangan 

ini memerlukan pendekatan strategis untuk memastikan kolaborasi berjalan dengan lancar (Emerson, 

Nabatchi, & Balogh, 2012). Beberapa negara telah berhasil mengimplementasikan model kolaboratif dalam 

tata kelola pemerintahan dengan hasil yang positif. Di Finlandia, misalnya, kolaborasi antara pemerintah, 

akademisi, dan sektor swasta dalam pengembangan kebijakan teknologi informasi telah menghasilkan 

inovasi yang signifikan. Di Kenya, inisiatif kolaboratif dalam sektor kesehatan telah meningkatkan akses 

dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (Agranoff, 2012). 

Di Indonesia, program seperti "Desa Mandiri" menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara 

pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan sumber daya lokal. Program ini memperlihatkan bagaimana pendekatan kolaboratif dapat 

membantu mengatasi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa . 

Meskipun model kolaboratif governance menawarkan banyak manfaat, tantangan seperti kompleksitas 

koordinasi, kesenjangan kapasitas, dan potensi konflik tidak dapat diabaikan. Mengelola berbagai 

kepentingan dan perspektif yang berbeda memerlukan keterampilan mediasi dan fasilitasi yang baik. Selain 

itu, memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki kapasitas yang memadai untuk 

berpartisipasi secara efektif juga merupakan tantangan yang perlu diatasi .Secara keseluruhan, kolaboratif 

governance menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif dalam tata kelola pemerintahan. 

Untuk mencapai keberhasilan dalam model ini, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen pada prinsip-

prinsip kolaborasi dan keterbukaan. Dengan demikian, dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih 

baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menghadapi tantangan kompleks yang 

ada di dunia modern ini.  

Model kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan menawarkan banyak potensi untuk meningkatkan 

efektivitas dan legitimasi pemerintahan. Namun, keberhasilan implementasinya memerlukan strategi yang 

matang dan komitmen dari semua pemangku kepentingan. Pemerintah perlu terus mendorong budaya 

kolaborasi, mengatasi tantangan yang ada, dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses 

kolaboratif. Dengan pendekatan yang tepat, model kolaboratif dapat menjadi kunci untuk mencapai tata 

kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan. 
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LITERATUR REVIUW 

Model kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan adalah pendekatan yang melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan dalam proses pembuatan keputusan publik. Konsep ini menekankan pentingnya 

kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk mencapai 

tujuan bersama. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas 

kebijakan publik. Dalam literatur terbaru, model ini semakin dianggap sebagai cara untuk mengatasi 

kompleksitas masalah sosial dan lingkungan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu entitas saja (Ansell & 

Gash, 2018). 

Kolaborasi dapat menghasilkan berbagai manfaat dalam konteks tata kelola pemerintahan. Studi oleh 

Bryson, Crosby, dan Stone (2015) menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan 

efektivitas kebijakan publik dengan memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya yang lebih luas. 

Kolaborasi juga dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi karena melibatkan berbagai pemangku 

kepentingan dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan. Selain itu, kolaborasi dapat mendorong 

inovasi dalam pelayanan publik melalui pertukaran ide dan praktik terbaik antar aktor (Agranoff, 2012). 

Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan, implementasi model kolaboratif menghadapi sejumlah 

tantangan. Perbedaan kepentingan, budaya organisasi, dan kurangnya kepercayaan antara pemangku 

kepentingan sering menjadi hambatan utama dalam kolaborasi. Selain itu, diperlukan kapasitas yang 

memadai dari pihak pemerintah untuk mengelola proses kolaborasi secara efektif. McGuire (2006) 

menyoroti pentingnya strategi yang matang dan komitmen dari semua pihak untuk mengatasi tantangan-

tantangan ini dan memastikan keberhasilan kolaborasi. 

Triple Helix awalnya diperkenalkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (2000), yang melibatkan tiga 

dimensi: pemerintah, akademisi, dan industri. Model ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah 

sebagai pengendali wilayah, akademisi sebagai pencipta pengetahuan, dan industri sebagai pelaku ekonomi. 

Namun, model ini kemudian dikritik karena kurang melibatkan masyarakat sebagai subjek dalam proses 

kebijakan. Quadruple Helix menambahkan elemen masyarakat berbasis media dan budaya, memperkuat 

keterlibatan publik dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Menurut Carayannis dan Campbell 

(2009), penambahan ini bertujuan untuk memastikan kebijakan lebih tepat sasaran dan berorientasi pada 

masyarakat. 

Pentahelix kemudian memasukkan media sebagai helix kelima, yang berperan dalam 

mempublikasikan perubahan sosial dan membangun citra perubahan tersebut. Model ini menekankan 

keterbukaan dan akses informasi sebagai kunci keberlanjutan kebijakan. Terakhir, Quintuple Helix 

menambahkan lingkungan alam sebagai elemen penting dalam tata kelola kolaboratif, menciptakan 

pendekatan yang interdisipliner dan transdisipliner. Menurut Carayannis dan Campbell (2010), model ini 

tidak hanya fokus pada keterbukaan dan demokrasi, tetapi juga pada kelestarian lingkungan. Literatur 

menunjukkan berbagai studi kasus yang berhasil menerapkan model kolaboratif dalam tata kelola 

pemerintahan. Misalnya, di Finlandia, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam 

pengembangan kebijakan teknologi informasi telah menghasilkan inovasi yang signifikan (Gil-Garcia, 

Helbig, & Ojo, 2014). Di Kenya, inisiatif kolaboratif dalam sektor kesehatan telah meningkatkan akses dan 

kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Studi kasus ini menyoroti pentingnya 

kontekstualisasi kolaborasi sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. 

Disamping itu, Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memainkan peran penting dalam 

mendukung model kolaboratif. Platform digital dan media sosial memungkinkan pertukaran informasi yang 
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lebih cepat dan efisien antara berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, TIK dapat meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan melalui e-government. Gil-Garcia, Helbig, dan 

Ojo (2014) menekankan bahwa teknologi dapat menjadi enabler dalam proses kolaborasi yang lebih 

dinamis dan inklusif. 

Keberhasilan model kolaboratif sangat bergantung pada kapasitas dan sumber daya yang tersedia. 

Pemerintah perlu menginvestasikan dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pejabat publik 

untuk mengelola proses kolaboratif. Selain itu, dukungan finansial dan infrastruktur yang memadai juga 

sangat penting untuk memastikan keberlanjutan kolaborasi. McGuire (2006) menekankan bahwa tanpa 

kapasitas dan sumber daya yang memadai, upaya kolaborasi dapat mengalami kegagalan. 

Literatur terbaru menunjukkan bahwa model kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan 

menawarkan banyak potensi untuk meningkatkan efektivitas dan legitimasi pemerintahan. Namun, 

keberhasilan implementasinya memerlukan strategi yang matang, komitmen dari semua pemangku 

kepentingan, dan dukungan teknologi yang tepat. Pemerintah perlu terus mendorong budaya kolaborasi, 

mengatasi tantangan yang ada, dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses kolaboratif. Dengan 

pendekatan yang tepat, model kolaboratif dapat menjadi kunci untuk mencapai tata kelola pemerintahan 

yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan. 

 

Kebaruan Penelitian 

Untuk membuat matriks kebaruan (novelty matrix) dari penelitian "Model Kolaboratif dalam Tata 

Kelola Pemerintahan," perlu membandingkan aspek-aspek utama yang dibahas dalam literatur terbaru 

dengan kontribusi dari penelitian yang dilakukan. Berikut adalah matriks yang menampilkan elemen-

elemen utama dari literatur yang ada dan bagaimana penelitian penulis menambahkan atau memperluas 

pengetahuan tersebut. 

 

Tabel 1. Kebaruan penelitian 

Aspek Literatur terkait Penelitian penulis Kebaruan/Novelty 

Definisi dan 

Konsep Model 

Kolaboratif 

Kolaborasi lintas sektor 

(pemerintah, swasta, 

masyarakat, akademisi) 

yang bertujuan 

meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, 

dan efektivitas kebijakan 

publik (Ansell & Gash, 

2018; Agranoff, 2012). 

Menyediakan definisi 

yang lebih kontekstual dan 

aplikasi model kolaboratif 

yang dikembangkan 

khusus untuk tantangan 

tata kelola di Indonesia. 

Pendekatan kontekstual dan spesifik 

terhadap tantangan di Indonesia, 

memberikan model yang lebih 

disesuaikan dengan kondisi lokal. 

Tantangan 

dalam 

Implementasi 

Peningkatan efektivitas, 

akuntabilitas, transparansi, 

dan inovasi (Bryson, 

Crosby, & Stone, 2015; 

Gil-Garcia, Helbig, & Ojo, 

2014). 

Penelitian Penulis 

mencoba mengeksplorasi 

manfaat tambahan atau 

spesifik yang belum 

dibahas secara luas dalam 

literatur, misalnya dalam 

sektor tertentu seperti 

kesehatan atau pendidikan 

di Indonesia. 

Penekanan pada manfaat spesifik 

dalam konteks tata kelola lokal di 

Indonesia, memberikan perspektif 

baru terhadap manfaat yang belum 

banyak dieksplorasi 

Model Helix 

(Triple, 

Evolusi dari Triple ke 

Quintuple Helix yang 

Penelitian penulis  

mengkritisi atau 

Potensi kritik atau pengembangan 

model helix dengan penambahan 
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Quadruple, 

Penta, 

Quintuple) 

menekankan keterlibatan 

masyarakat dan 

lingkungan dalam tata 

kelola (Etzkowitz & 

Leydesdorff, 2000; 

Carayannis & Campbell, 

2009, 2010). 

memperluas model ini 

dengan menambahkan 

elemen baru atau 

pendekatan yang lebih 

relevan untuk Indonesia. 

elemen yang lebih relevan dengan 

kondisi lokal. 

Studi Kasus 

Implementasi 

Studi kasus di Finlandia 

(teknologi) dan Kenya 

(kesehatan) menunjukkan 

pentingnya 

kontekstualisasi (Gil-

Garcia, Helbig, & Ojo, 

2014). 

Studi kasus yang lebih 

spesifik di Indonesia, 

dalam sektor yang berbeda 

seperti pendidikan atau 

pemerintahan lokal. 

Studi kasus lokal yang memperkuat 

pentingnya adaptasi model 

kolaboratif untuk konteks Indonesia. 

Peran 

Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

(TIK) 

TIK sebagai enabler dalam 

kolaborasi (Gil-Garcia, 

Helbig, & Ojo, 2014). 

Penelitian penulis 

memberikan pandangan 

yang lebih mendalam 

tentang bagaimana TIK 

dapat secara spesifik 

mendukung proses 

kolaboratif di Indonesia. 

Pendekatan inovatif menggunakan 

TIK dalam konteks lokal yang 

belum banyak dibahas dalam 

literatur global 

Kapasitas dan 

Sumber Daya 

Pentingnya kapasitas 

pemerintah dan dukungan 

finansial untuk 

keberhasilan kolaborasi 

(McGuire, 2006). 

Penelitian penulis 

menambahkan perspektif 

tentang bagaimana 

pemerintah Indonesia 

dapat meningkatkan 

kapasitas dan sumber daya 

ini secara spesifik. 

Penekanan pada strategi 

pengembangan kapasitas dan 

sumber daya yang disesuaikan untuk 

Indonesia. 

 

Matriks ini memberikan gambaran tentang bagaimana penelitian ini dapat menambahkan elemen 

kebaruan pada literatur yang ada, baik melalui penekanan pada konteks lokal, pengembangan model yang 

lebih relevan, atau analisis mendalam tentang tantangan dan solusi yang spesifik untuk Indonesia. 

Metode dan kajian 

1. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji model kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan 

biasanya melibatkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif mencakup studi kasus, 

wawancara mendalam, dan analisis dokumen untuk memahami dinamika kolaborasi dalam konteks 

tertentu. Sementara itu, pendekatan kuantitatif menggunakan survei dan analisis statistik untuk 

mengukur dampak kolaborasi terhadap efektivitas kebijakan publik dan kepuasan pemangku 

kepentingan. Emerson dan Nabatchi (2015) menyarankan penggunaan metode campuran untuk 

mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan. 

2. Studi Kasus dan Wawancara Mendalam. Studi kasus adalah metode yang umum digunakan untuk 

mengeksplorasi praktik kolaboratif dalam berbagai konteks pemerintahan. Misalnya, studi kasus di 

Finlandia tentang kolaborasi dalam kebijakan teknologi informasi menunjukkan bagaimana pemerintah, 

akademisi, dan sektor swasta bekerja sama untuk mengembangkan solusi inovatif (Gil-Garcia, Helbig, 

& Ojo, 2014). Wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan utama juga memberikan 

wawasan tentang tantangan dan keberhasilan dalam proses kolaborasi, seperti yang ditemukan dalam 

studi Emerson dan Gerlak (2014). 
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3. Survei dan Analisis Statistik. Survei digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar 

responden mengenai persepsi dan pengalaman mereka terkait kolaborasi dalam tata kelola 

pemerintahan. Analisis statistik kemudian diterapkan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara 

variabel-variabel penting, seperti tingkat partisipasi, kepercayaan antar pemangku kepentingan, dan 

hasil kebijakan. Bryson, Crosby, dan Stone (2015) menggunakan metode ini untuk mengevaluasi 

efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan hasil kebijakan publik. 

4. Analisis Dokumen dan Konten. Analisis dokumen melibatkan penelaahan dokumen-dokumen resmi, 

laporan kebijakan, dan publikasi terkait lainnya untuk memahami konteks dan kebijakan yang 

mendukung kolaborasi. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) menggunakan analisis dokumen untuk 

mengidentifikasi kerangka kerja institusional yang mendukung kolaborasi dalam tata kelola 

pemerintahan. Selain itu, analisis konten dari media dan publikasi online dapat memberikan wawasan 

tambahan tentang persepsi publik dan media terhadap inisiatif kolaboratif. 

5. Kerangka Kerja Evaluasi Kolaborasi. Kajian literatur menunjukkan bahwa kerangka kerja evaluasi 

kolaborasi penting untuk mengukur keberhasilan dan tantangan dalam model kolaboratif. Emerson dan 

Nabatchi (2015) mengembangkan kerangka kerja yang mencakup dimensi seperti dinamika kolaborasi, 

pengaturan institusional, dan kapasitas operasional. Kerangka kerja ini membantu peneliti dan praktisi 

dalam mengevaluasi berbagai aspek kolaborasi dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. 

 

PEMBAHASAN HASIL KAJIAN 

Transformasi tata kelola pemerintahan menuju model yang lebih kolaboratif telah menjadi fokus 

utama dalam literatur kebijakan publik. Pergeseran ini didorong oleh kebutuhan untuk menangani masalah-

masalah sosial yang kompleks, yang memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk 

menemukan solusi yang efektif. Model kolaboratif menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, 

sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional dalam proses pembuatan kebijakan dan 

pelaksanaan program. Pembahasan ini mengkaji berbagai aspek dari model kolaboratif dalam tata kelola 

pemerintahan, termasuk efektivitas kebijakan, transparansi, partisipasi masyarakat, inovasi, tantangan 

implementasi, peran teknologi, kapasitas, evaluasi, dan studi kasus internasional. 

 

1. Efektivitas Kebijakan Publik 

Efektivitas kebijakan publik merupakan salah satu manfaat utama dari model kolaboratif dalam tata 

kelola pemerintahan. Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya dan 

pengetahuan yang lebih luas. Bryson, Crosby, dan Stone (2015) menemukan bahwa kolaborasi 

memungkinkan solusi yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi ini 

juga mengurangi duplikasi usaha dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Misalnya, 

inisiatif kolaboratif dalam kebijakan teknologi informasi di Finlandia telah menghasilkan platform digital 

yang lebih efisien dan responsif, meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi pemerintahan (Gil-Garcia, 

Helbig, & Ojo, 2014). 

Penelitian oleh Bryson, Crosby, dan Stone (2015) menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, 

sektor swasta, dan masyarakat sipil memungkinkan integrasi berbagai perspektif dan keahlian, sehingga 

kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan efektif. Selain itu, kolaborasi ini mengurangi duplikasi 

usaha dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dalam 
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pelaksanaan kebijakan. Misalnya, dengan adanya berbagai pihak yang terlibat, pemerintah dapat lebih cepat 

mengidentifikasi masalah dan meresponnya dengan solusi yang lebih tepat dan efektif. 

Contoh konkret dari manfaat kolaborasi dapat dilihat dalam inisiatif kebijakan teknologi informasi 

di Finlandia. Melalui pendekatan kolaboratif, pemerintah Finlandia berhasil mengembangkan platform 

digital yang lebih efisien dan responsif, yang telah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi 

operasional pemerintahan. Studi oleh Gil-Garcia, Helbig, dan Ojo (2014) menunjukkan bahwa kolaborasi 

antara pemerintah, sektor teknologi, dan akademisi memungkinkan terciptanya sistem yang tidak hanya 

memenuhi kebutuhan pengguna tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan 

tantangan baru. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat tetapi juga 

menunjukkan bagaimana kolaborasi dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan berkelanjutan dalam 

tata kelola pemerintahan. 

 

2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas 

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang efektif. 

Kolaborasi meningkatkan kedua aspek ini dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam 

proses pengambilan keputusan. Dengan keterlibatan yang lebih luas, pemerintah dapat memastikan bahwa 

kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Emerson dan Nabatchi (2012) 

menunjukkan bahwa transparansi yang lebih besar dalam proses kolaboratif meningkatkan kepercayaan 

publik terhadap pemerintah. Selain itu, akuntabilitas diperkuat melalui mekanisme pengawasan bersama, 

di mana berbagai pemangku kepentingan memiliki peran dalam memonitor dan mengevaluasi kebijakan 

yang diterapkan 

Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam berbagi informasi dan proses 

pengambilan keputusan dengan publik, sementara akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat. Model kolaboratif 

meningkatkan kedua aspek ini dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk warga 

negara, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan 

yang lebih luas memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. Penelitian oleh Emerson dan Nabatchi (2012) menunjukkan bahwa transparansi yang lebih 

besar dalam proses kolaboratif tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah tetapi 

juga memfasilitasi pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaksanaan kebijakan. 

Selain transparansi, kolaborasi juga memperkuat akuntabilitas melalui mekanisme pengawasan 

bersama. Dalam model kolaboratif, berbagai pemangku kepentingan memiliki peran aktif dalam memonitor 

dan mengevaluasi kebijakan yang diterapkan. Hal ini memungkinkan identifikasi masalah dan 

penyimpangan secara lebih cepat dan efisien, serta memastikan bahwa tindakan korektif dapat diambil tepat 

waktu. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, pemerintah 

lebih terdorong untuk bertindak secara transparan dan bertanggung jawab. Akuntabilitas yang ditingkatkan 

ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan publik tetapi juga memastikan bahwa sumber daya publik 

digunakan secara efisien dan efektif, sehingga mencapai hasil yang optimal bagi masyarakat. 

 

3. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat adalah elemen kunci dalam model kolaboratif. Melalui kolaborasi, 

masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan, memberikan input yang berharga, 
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dan merasa memiliki terhadap keputusan yang diambil. Studi kasus di Kenya menunjukkan bahwa 

kolaborasi dalam sektor kesehatan telah meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam menentukan 

prioritas pelayanan kesehatan mereka (Gil-Garcia, Helbig, & Ojo, 2014). Partisipasi yang lebih besar ini 

tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan kebijakan, tetapi juga memberdayakan masyarakat dengan 

memberikan mereka rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kebijakan yang diterapkan. 

Ini bukan hanya tentang mendengar suara masyarakat tetapi juga memberdayakan mereka untuk 

berkontribusi secara aktif dalam membentuk kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan 

melibatkan berbagai kelompok masyarakat, pemerintah dapat mengumpulkan berbagai perspektif dan 

kebutuhan, yang pada gilirannya menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif. Partisipasi yang 

aktif juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena masyarakat memiliki kesempatan 

untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. 

Studi kasus di Kenya menunjukkan dampak positif dari kolaborasi dalam sektor kesehatan terhadap 

partisipasi masyarakat miskin. Melalui pendekatan kolaboratif, masyarakat miskin di Kenya dapat 

menentukan prioritas pelayanan kesehatan mereka, memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar 

sesuai dengan kebutuhan mereka (Gil-Garcia, Helbig, & Ojo, 2014). Partisipasi yang lebih besar ini tidak 

hanya meningkatkan kualitas keputusan kebijakan, tetapi juga memberdayakan masyarakat dengan 

memberikan mereka rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kebijakan yang diterapkan. Ketika 

masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan diperhitungkan, mereka cenderung lebih mendukung 

dan berkomitmen pada implementasi kebijakan, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas dan 

keberlanjutan program-program pemerintah. 

 

4. Tantangan dalam Implementasi 

Implementasi model kolaboratif menghadapi sejumlah tantangan, termasuk perbedaan kepentingan, 

budaya organisasi yang berbeda, dan kurangnya kepercayaan antara pemangku kepentingan. McGuire 

(2006) menyoroti bahwa strategi yang matang dan komitmen dari semua pihak diperlukan untuk mengatasi 

tantangan ini. Tanpa pendekatan yang sistematis, kolaborasi dapat mengalami konflik dan kegagalan. 

Penting untuk mengembangkan mekanisme yang efektif untuk mengelola perbedaan kepentingan dan 

membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa semua pihak memiliki 

kapasitas yang memadai untuk berpartisipasi dalam proses kolaboratif. 

Perbedaan kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan sering kali menjadi sumber utama 

konflik. Misalnya, pemerintah mungkin lebih fokus pada kepatuhan terhadap regulasi, sementara sektor 

swasta mencari efisiensi dan profitabilitas, dan masyarakat sipil mengutamakan kesejahteraan sosial. Selain 

itu, budaya organisasi yang berbeda dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam cara kerja dan komunikasi, 

memperburuk kerumitan kolaborasi. Kurangnya kepercayaan antara pemangku kepentingan juga menjadi 

hambatan besar, menghalangi transparansi dan keterbukaan yang esensial untuk kolaborasi yang sukses. 

McGuire (2006) menekankan bahwa untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan strategi yang 

matang dan komitmen kuat dari semua pihak yang terlibat. 

Tanpa pendekatan yang sistematis, kolaborasi rentan mengalami konflik dan kegagalan. Oleh karena 

itu, sangat penting untuk mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola perbedaan 

kepentingan dan membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Salah satu langkah penting 

adalah menciptakan ruang dialog yang terbuka dan inklusif, di mana semua pihak dapat mengungkapkan 

pandangan dan kekhawatiran mereka secara transparan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas 



 
 
 

 
 

 

----------------- 

Model Kolaboratif dalam Tata Kelola Pemerintahan  

(Mukhlis Fataruba.)  

        1571 

eISSN 3090-174X & pISSN 3090-1367  

 

harus diberikan kepada semua pemangku kepentingan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan 

dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses kolaboratif. Dengan 

membangun kepercayaan dan memastikan kapasitas yang memadai, kolaborasi dapat berjalan lebih lancar 

dan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

 

5. Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki peran penting dalam mendukung model 

kolaboratif. Platform digital dan media sosial memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat dan 

efisien antara berbagai pemangku kepentingan. Penelitian Gil-Garcia, Helbig, dan Ojo (2014) menunjukkan 

bahwa TIK dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan melalui e-government. 

Teknologi ini juga memungkinkan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, sehingga pemangku 

kepentingan dapat memberikan umpan balik secara real-time dan mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan. 

Teknologi menjadi enabler yang krusial dalam proses kolaboratif yang dinamis dan inklusif. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memainkan peran penting dalam mendukung model 

kolaboratif dengan berbagai cara. Platform digital dan media sosial memfasilitasi pertukaran informasi yang 

lebih cepat dan efisien antara berbagai pemangku kepentingan, seperti: 

a. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Penelitian oleh Gil-Garcia, Helbig, dan Ojo (2014) 

menunjukkan bahwa TIK dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan melalui 

e-government. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan terlibat dalam 

pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. 

b. Komunikasi yang Lebih Baik: Platform digital dan media sosial memungkinkan komunikasi yang 

lebih mudah dan efektif antara anggota tim, terlepas dari lokasi geografis mereka. Hal ini dapat 

meningkatkan kolaborasi dan produktivitas. 

c. Berbagi Sumber Daya: TIK memungkinkan berbagi sumber daya dengan mudah, seperti dokumen, 

file, dan alat. Hal ini dapat membantu tim untuk bekerja sama dalam proyek dengan lebih efisien. 

d. Monitoring dan Evaluasi: Teknologi memungkinkan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif dari 

proyek dan program kolaboratif. Pemangku kepentingan dapat memberikan umpan balik secara real-

time dan mengoptimalkan pelaksanaan program. 

Secara keseluruhan, TIK menjadi enabler penting dalam proses kolaboratif yang dinamis dan 

inklusif. Teknologi ini dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat, komunikasi, berbagi sumber 

daya, dan monitoring dan evaluasi, yang mengarah pada hasil yang lebih baik untuk semua pihak yang 

terlibat. 

Berikut beberapa contoh platform digital dan media sosial yang dapat digunakan untuk mendukung 

model kolaboratif: 

a. Platform Kolaborasi: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet 

b. Media Sosial: Facebook, Twitter, LinkedIn 

c. Manajemen Proyek: Asana, Trello, Jira 

d. Berbagi File: Google Drive, Dropbox, Box 

Dengan memanfaatkan TIK secara efektif, organisasi dan individu dapat meningkatkan kolaborasi dan 

mencapai tujuan mereka dengan lebih mudah. 

 

 



 
 
 

 
 

 

----------------- 

Model Kolaboratif dalam Tata Kelola Pemerintahan  

(Mukhlis Fataruba.)  

        1572 

eISSN 3090-174X & pISSN 3090-1367  

 

Tabel 2. Matriks Temuan Penelitian 

Aspek Temuan Utama Studi kasus/peneliti 

Efektivitas 

Kebijakan Publik 

Kolaborasi lintas sektor meningkatkan inovasi dan efisiensi 

kebijakan publik, serta meminimalkan duplikasi usaha. Contoh di 

Finlandia menunjukkan peningkatan pelayanan publik melalui 

platform digital yang efisien. 

Bryson, Crosby, dan 

Stone (2015); Gil-

Garcia, Helbig, & Ojo 

(2014) 

Peningkatan 

Transparansi dan 

Akuntabilitas 

Transparansi dan akuntabilitas diperkuat melalui keterlibatan 

berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan kepercayaan publik 

dan pengawasan yang lebih efektif. Mekanisme pengawasan 

bersama menjadi kunci dalam memastikan transparansi dan 

tanggung jawab pemerintah. 

Emerson dan Nabatchi 

(2012) 

Partisipasi 

Masyarakat 

Kolaborasi meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam 

sektor-sektor kritis seperti kesehatan. Partisipasi yang lebih luas 

menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat, seperti yang terlihat dalam kasus Kenya. 

Gil-Garcia, Helbig, & 

Ojo (2014) 

Inovasi dalam 

Pelayanan Publik 

Kolaborasi memfasilitasi inovasi dengan memanfaatkan berbagai 

perspektif dari pemerintah, sektor swasta, dan akademisi. Inovasi 

yang dihasilkan memperkuat relevansi dan efektivitas kebijakan 

publik, contohnya dalam pengembangan teknologi informasi di 

Finlandia. 

Agranoff (2012); Gil-

Garcia, Helbig, & Ojo 

(2014) 

Tantangan dalam 

Implementasi 

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berperan sebagai enabler 

yang mempercepat pertukaran informasi, meningkatkan partisipasi 

masyarakat, dan memungkinkan monitoring serta evaluasi kebijakan 

yang lebih efektif. Contoh penggunaan e-government untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat diungkapkan dalam penelitian 

ini. 

McGuire (2006) 

Peran Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berperan sebagai enabler 

yang mempercepat pertukaran informasi, meningkatkan partisipasi 

masyarakat, dan memungkinkan monitoring serta evaluasi kebijakan 

yang lebih efektif. Contoh penggunaan e-government untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat diungkapkan dalam penelitian 

ini. 

Gil-Garcia, Helbig, & 

Ojo (2014) 

Kapasitas dan 

Sumber Daya 

Keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kapasitas dan 

sumber daya yang memadai. Investasi dalam pelatihan, 

pengembangan kapasitas, dan dukungan finansial/infrastruktur 

diperlukan untuk memastikan kelangsungan dan efektivitas 

kolaborasi. 

McGuire (2006) 

Kerangka Kerja 

dan Evaluasi 

Kerangka kerja evaluasi yang jelas diperlukan untuk menilai 

keberhasilan dan tantangan dalam model kolaboratif. Kerangka kerja 

ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang 

mempengaruhi keberhasilan kolaborasi dan memberikan panduan 

untuk perbaikan berkelanjutan. 

Emerson dan Nabatchi 

(2015) 

 

Matriks ini memberikan gambaran keseluruhan dari temuan-temuan utama dalam literatur tentang 

transformasi tata kelola pemerintahan menuju model yang lebih kolaboratif. Temuan ini mencakup berbagai 

aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang 

efektif, inklusif, dan inovatif. 
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KESIMPULAN  

Hasil kajian menunjukkan bahwa model kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan memiliki potensi 

besar untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Namun, 

keberhasilan implementasinya memerlukan strategi yang matang, komitmen dari semua pemangku 

kepentingan, dan dukungan teknologi yang memadai. Pemerintah perlu terus mendorong budaya 

kolaborasi, mengatasi tantangan yang ada, dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses 

kolaboratif. Dengan pendekatan yang tepat, model kolaboratif dapat menjadi kunci untuk mencapai tata 

kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan 

Kajian menunjukkan bahwa model kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan memiliki potensi 

besar untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Kolaborasi 

memungkinkan berbagai pihak untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, menghasilkan solusi 

yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. 

Namun, keberhasilan implementasi model kolaboratif membutuhkan beberapa prasyarat: 

1. Strategi yang Matang: Diperlukan strategi yang matang yang dirancang dengan 

mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat. 

2. Komitmen Pemangku Kepentingan: Semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor 

swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat, harus berkomitmen untuk berkolaborasi 

secara efektif. 

3. Dukungan Teknologi: Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat memainkan peran penting 

dalam mendukung proses kolaboratif, seperti fasilitasi komunikasi, berbagi informasi, dan 

monitoring kemajuan. 

Pemerintah perlu memainkan peran aktif dalam mendorong budaya kolaborasi, membangun 

kapasitas para pemangku kepentingan, dan menyediakan infrastruktur yang memadai. Selain itu, penting 

untuk terus mengatasi tantangan yang ada, seperti kurangnya kepercayaan, sumber daya yang terbatas, dan 

perbedaan kepentingan. Penelitian dan praktik kolaboratif harus terus didorong dan didukung untuk 

menghasilkan pembelajaran yang berkelanjutan dan menginformasikan penyempurnaan model kolaboratif 

di masa depan. Dengan memanfaatkan teknologi dan membangun budaya kolaborasi yang kuat, model 

kolaboratif dapat menjadi kunci untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih transparan, 

dan lebih akuntabel yang melayani kepentingan seluruh masyarakat. 

Meskipun demikian, potensi manfaat dari model kolaboratif sangatlah besar. Dengan komitmen dan 

upaya yang berkelanjutan dari semua pihak, model kolaboratif dapat membantu mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan. 
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